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Tentang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

ABSTRAK : Bahwa    dalam    rangka    pengaturan    di    bidang    usaha
penyediaan  tenaga  listrik untuk kepentingan  sendiri,  usaha
penyediaan   tenaga   listrik  untuk  kepentingan   umum  dan usaha
penunjang tenaga listrik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah  tentang
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000, kewenangan pengaturan hal tersebut merupakan kewenangan
Pemerintah Kota Depok. Maka dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2002 tentang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik.
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana  (Lembaran  Negara  Tahun  1981  Nomor  72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3290);

2. Undang-undang      Nomor     15     Tahun     1985     tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

3. Undang-undang   Nomor   15   Tahun   1999   tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor  3833);

5. Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

7. Undang-undang   Nomor   28   Tahun   1999   tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha
Penunjang  Tenaga  Listrik  (Lembaran  Negara  Tahun  1995
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran  Masyarakat  Jasa Konstruksi  (Lembaran  Negara Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

13. Peraturan   Pemerintah   Nomor   29   Tahun   2000   tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

14. Peraturan   Pemerintah   Nomor   30   Tahun 2000   tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3957);

15. Keputusan    Presiden    Nomor   18   Tahun   2000   tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;

16. Peraturan   Daerah   Kota   Depok   Nomor   27   Tahun   2000
tentang   Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil (Lembaran  Daerah
Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);

17. Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor     46  Tahun  2000
tentang  Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);

18. Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor     47  Tahun  2000
tentang  Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor  2);

19. Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor     48  Tahun  2000
tentang  Susunan Organisasi   Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor  3);

20. Peraturan  Daerah  Kota  Depok  Nomor  16   Tahun  2001
tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Sistematika:
Bab  I Ketentuan Umum
Bab II Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Bab III Pembinaan Pengawasan
Bab IV Sanksi
Bab  V Ketentuan Pidana
Bab  VI Penyidikan
Bab VII Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab  IX Ketentuan Penutup



STATUS : Peraturan  Daerah  ini  mulai berlaku  pada  tanggal diundangkan.
Diundangkan di Depok, tanggal  8 Mar et 2002

CATATAN :


